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KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA, MENTERI
DALAM NEGERI, DAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2026

NOMOR 400.2-619 TAHUN 2026
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA, MENTERI DALAM NEGERI, DAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga berbasis
industri olahraga yang terencana, terukur, layak
investasi, dan tetap berorientasi pada kepentingan
publik, perlu disusun petunjuk teknis tata cara kerja
sama pemanfaatan dan pengembangan sarana dan
prasarana olahraga;

b. bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga,
Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah telah menandatangani
Nota Kesepahaman Nomor:
KS.00.00/12.2.1/MOU/MPO/XII/2025, Nomor:
100.4.7.1/9620/SJ, Nomor: 19/NKB/M.UMKM/2025
tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana
dan Prasarana Olahraga Pusat dan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pemuda dan
Olahraga, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis
Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga;
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA, MENTERI DALAM NEGERI, DAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH, REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2026
NOMOR 400.2-619 TAHUN 2026
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana dan prasarana olahraga merupakan salah satu aset
strategis negara dan daerah yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan
simbolik yang tinggi. Sarana dan prasarana olahraga di Indonesia
sebagian besar dikelola dengan pendekatan aset fisik pasif, yang hanya
dimanfaatkan secara periodik untuk pertandingan. Hal ini
menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan, rendahnya Pendapatan
Asli Daerah (PAD), dan minimnya dampak ekonomi bagi masyarakat
sekitar. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
menghadapi tantangan klasik berupa rendahnya akses pasar,
minimnya standardisasi produk, dan kesulitan masuk ke rantai pasok
industri besar.

Di sisi lain, perkembangan global menunjukkan bahwa sarana dan
prasarana modern tidak lagi diposisikan hanya sebagai tempat
olahraga, melainkan sebagai aset utama yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal, menarik investasi swasta, serta berfungsi
sebagai destinasi wisata olahraga (sport tourism destination). Sarana
dan prasarana olahraga modern dikembangkan sebagai kawasan
terpadu yang mengintegrasikan fungsi olahraga, rekreasi, pariwisata,
komersial, ruang publik, dan layanan pendukung lainnya sehingga
dapat beroperasi secara produktif sepanjang tahun. Oleh karena itu,
diperlukan sinergi strategis antar Kementerian Pemuda dan Olahraga,
Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang
bertanggungjawab untuk mengimplementasikan pemanfaatan dan
pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Satgas ini bertugas
mentransformasi sarana dan prasarana olahraga menjadi aset utama
yang menerapkan konsep Holding UMKM berbasis klaster, di mana








































